
 

 
 

BERITA NEGARA 
REPUBLIK INDONESIA 

No.696, 2013 KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR 
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI. 
Pemeriksa Bea dan Cukai. Jabatan Fungsional. 
Angka Kreditnya. Perubahan. 

 
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA 

DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 18 TAHUN 2013 

TENTANG 
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR 

NEGARA NOMOR 32/KEP/M.PAN/3/2003 TENTANG JABATAN 
FUNGSIONAL PEMERIKSA BEA DAN CUKAI DAN ANGKA KREDITNYA 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA 

DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA, 

Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi dinamika tugas pokok dan 
fungsi yang telah berkembang di lingkungan 
Direktorat Jenderal Bea Cukai terutama pada unit 
audit kepabeanan dan cukai serta pembinaan 
profesi dan karir pejabat fungsional Pemeriksa Bea 
dan Cukai yang melaksanakan kegiatan audit 
kepabeanan dan cukai, perlu mengubah beberapa 
ketentuan dalam Keputusan Menteri 
Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 
32/KEP/M.PAN/3/2003 tentang Jabatan 
Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai dan Angka 
Kreditnya; 

b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri 
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 
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Birokrasi Republik Indonesia tentang Perubahan 
Atas Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur 
Negara Nomor 32/KEP/M.PAN/3/2003 tentang 
Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai dan 
Angka Kreditnya; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang 
Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3890); 

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang 
Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 
2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4661); 

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang 
Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 
2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4755); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 tentang 
Pemberhentian/Pemberhentian Sementara Pegawai 
Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1966 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 2797); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 16  Tahun 1994  
tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 
Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3547) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 
2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara 
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Republik Indonesia Nomor 5121); 
6. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 

tentang Formasi Pegawai  Negeri  Sipil  (Lembaran  
Negara  Republik  Indonesia Tahun 2000 Nomor 
194, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4015), sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 
2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4332); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 
tentang Pengadaan Pegawai  Negeri  Sipil  
(Lembaran  Negara  Republik  Indonesia Tahun 
2000 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4016), sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 
11 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2002 Nomor 31, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4192); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 
tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 
Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4017), sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 
2002, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4193); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 
tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai 
Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4019); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang 
Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan 
Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15,  
Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  
Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 63  Tahun  2009  
(Lembaran Negara  Republik Indonesia Tahun 2009 
Nomor 164); 

11. Peraturan  Pemerintah  Nomor  53  Tahun  2010  

8. Peraturan Pemerintah ... 
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tentang  Disiplin Pegawai  Negeri  Sipil  (Lembaran  
Negara  Republik  Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5135); 

12. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang 
Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Presiden Nomor 76 Tahun 2011;  

13. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang 
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara 
serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi 
Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah 
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan 
Presiden Nomor 92 Tahun 2011 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 142) 

14. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang 
Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Presiden Nomor 97 Tahun 2012 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 235); 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR 
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TENTANG 
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI 
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA NOMOR 
32/KEP/M.PAN/3/2003 TENTANG JABATAN 
FUNGSIONAL PEMERIKSA BEA DAN CUKAI DAN 
ANGKA KREDITNYA. 

PASAL I 
Beberapa ketentuan dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur 
Negara Nomor 32/KEP/ M.PAN/3/2003 tentang Jabatan Fungsional 
Pemeriksa Bea dan Cukai dan Angka Kreditnya, diubah sebagai berikut: 
1. Di antara Pasal 2 dan Pasal 3 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 2A 

yang berbunyi sebagai berikut: 
Pasal 2A 

Instansi Pembina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2)  
mempunyai tugas, antara lain: 
a.  menyusun petunjuk teknis pelaksanaan Jabatan Fungsional 

Pemeriksa Bea dan Cukai; 
b.  menyusun pedoman formasi Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea 

dan Cukai; 
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c.  menetapkan standar kompetensi jabatan Pemeriksa Bea dan Cukai;  
d.  melakukan sosialisasi Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan 

Cukai serta petunjuk pelaksanaannya;  
e.  menyusun kurikulum pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis 

Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai; 
f.  menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis 

Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai;  
g.  mengembangkan sistem informasi Jabatan Fungsional Pemeriksa 

Bea dan Cukai;  
h.  memfasilitasi pelaksanaan Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan 

Cukai; 
i.  memfasilitasi pembentukan organisasi profesi Pemeriksa Bea dan 

Cukai; 
j.  memfasilitasi penyusunan dan penetapan etika profesi dan kode 

etik Pemeriksa Bea dan Cukai;  
k.  melakukan pembinaan terhadap Tim Penilai Jabatan Fungsional 

Pemeriksa Bea dan Cukai. 
l.  menyelenggarakan uji kompetensi Jabatan Fungsional Pemeriksa 

Bea dan Cukai; dan  
m. melakukan monitoring dan evaluasi Jabatan Fungsional Pemeriksa 

Bea dan Cukai. 
2. Di antara Pasal 7 dan Pasal 8 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 7A 

yang berbunyi sebagai berikut: 
Pasal 7A 

(1) Pangkat dan golongan ruang untuk masing-masing jenjang jabatan 
sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 7 ayat (2), 
berdasarkan jumlah angka kredit yang ditetapkan. 

(2) Penetapan jenjang jabatan untuk pengangkatan dalam Jabatan 
Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai ditetapkan berdasarkan 
jumlah angka kredit setelah ditetapkan oleh pejabat yang 
berwenang menetapkan angka kredit, sehingga jenjang jabatan dan 
pangkat dapat tidak sesuai dengan jenjang jabatan dan pangkat 
sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 7 ayat (2). 

3. Ketentuan Pasal 8 diubah seluruhnya sehingga berbunyi sebagai 
berikut: 

Pasal 8 
(1) Rincian kegiatan Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai 

tingkat terampil, meliputi: 
a. Pemeriksa Bea dan Cukai Pelaksana, meliputi: 

1. menerima dokumen impor; 
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